
BUPATI PESAWARAN
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI PESAWARAN 
NOMOR 4 5 TAHUN 2 0 2 2

TENTANG

PENGADAAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA 
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PESAWARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI PESAWARAN,

M enim bang : a. bahw a u n tu k  m endukung  k e lancaran  tu g as d an  pe layanan
kepada m asyarakat, m en ingkatkan  k a p as ita s  o rganisasi, 
d an  m em percepat pencapaian  tu ju a n  stra teg is daerah , 
m em b u tu h k an  p en am b ah an  a p a ra tu r  sipil negara  m elalui 
sistem  pengadaan  yang baik  d an  bebas dari korupsi, kolusi, 
d an  nepotism e;

b. bahw a u n tu k  m em enuhi k e b u tu h a n  p en am b ah an  a p a ra tu r  
sipil negara  baik  pegawai negen sipil m au p u n  pegawai 
pem erin tah  dengan perjan jian  kerja, d iperlukan  kebijakan 
um um  p e lak san aan  pengadaan  pegawai a p a ra tu r  sipil 
negara  di L ingkungan Pem erin tah  K abupaten  Pesaw aran;

c. bahw a b e rd asa rk an  k e te n tu an  Pasal 23 P e ra tu ran  M enteri 
Pem berdayaan A paratu r Negara dan  Reformasi B irokrasi 
Nomor 27 T ahun  2021 ten tan g  Pengadaan Pegawai Negeri 
Sipil, dalam  p e ren can aan  pengadaan  pegawai negeri sipil 
d iperlukan  p ra sa ra n a  yang b eru p a  p e ra tu ran , pedom an, 
pe tu n ju k  tekn is p e lak san aan  pengadaan  pegawai negeri 
sipil;

d. bahw a berd asark an  pertim bangan  sebagaim ana m aksud  
dalam  h u ru f  a, h u ru f  b, dan  h u ru f  c perlu  m en e tap k an  
P era tu ran  B upati ten tan g  Pengadaan Pegawai A paratu r Sipil 
Negara di L ingkungan Pem erin tah  K abupaten  Pesaw aran;

M engingat : 1. U ndang-U ndang Nomor 33 T ahun  2007 ten tan g
Pem bentukan  K abupaten  Pesaw aran di Provinsi Lam pung 
(Lem baran Negara Republik Indonesia  T ahun  2007 Nomor 
99, T am bahan  Lem baran Negara Republik Indonesia  Nomor 
4749);

2. U ndang-U ndang Nomor 12 T ahun  2011 ten tan g
Pem bentukan  P e ra tu ran  P e rundang -undangan  (Lem baran 
Negara Republik Indonesia  T ahun  2011 Nomor 82, 
T am bahan  Lem baran Negara Republik Indonesia  Nomor 
5234), sebagaim ana te lah  d iubah  beberapa  kali, te rak h ir



dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 
6753);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2022 Nomor 245, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 
Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6477);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 Tentang
Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Keija 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6264);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), beberapa kali 
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk 
Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2018 Nomor 157);

8. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2021 tentang
Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2021 Nomor 654)

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2021 tentang
Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja 
untuk Jabatan Fungsional Guru pada Instansi Daerah 
Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 
Nomor 655);



10. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 
T ahun  2018 ten tang  P e tun juk  Teknis P engadaan  Pegawai 
Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia  T ahun  2018 
Nomor 1377);

11. P era tu ran  Kepala B adan Kepegawaian Negara Nomor 1 
T ahun  2019 ten tang  P etun juk  Teknis Pengadaan Pegawai 
Pem erintah dengan Perjanjian Kerja (Berita Negara Republik 
Indonesia T ahun  2019 Nomor 118);

12. P era tu ran  D aerah K abupaten  Pesaw aran Nomor 4 T ahun
2021 P em bentukan  dan  S u su n an  Perangkat D aerah 
(Lem baran D aerah K abupaten  T ahun  2021 Nomor 93 
T am bahan  Lem baran D aerah K abupaten  Nomor 89);

13. P era tu ran  B upati Pesaw aran Nomor 2 T ahun  2022 ten tan g  
K edudukan, S u su n an  S u su n an  O rganisasi Tugas dan  
Fungsi Serta  T ata Kerja B adan Kepegawaian dan  
Pengem bangan Sum ber Daya M anusia  K abupaten  
Pesaw aran (Berita D aerah K abupaten  Pesaw aran  T ahun
2022 Nomor 491);

MEMUTUSKAN :

M enetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGADAAN APARATUR
SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN 
PESAWARAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam  P era tu ran  ini, yang d im aksud  dengan :

1. D aerah adalah  D aerah K abupaten Pesaw aran.

2. Pem erintah D aerah ad a lah  B upati d an  Perangkat D aerah  sebagai u n s u r  
penyelenggara Pem erin tahan  D aerah K abupaten  Pesaw aran.

3. B upati adalah  B upati Pesaw aran

4. Perangkat D aerah ada lah  perangkat D aerah K abupaten Pesaw aran , terdiri dari 
S ek retaria t D aerah, S ekretaria t DPRD, Inspektorat, D inas D aerah, B adan 
D aerah d an  K ecam atan.

5. A paratu r Sipil Negara yang se lan ju tnya  d isingkat ASN adalah  profesi bagi 
pegawai negeri sipil dan  pegawai pem erin tah  dengan perjan jian  kerja  yang 
bekerja pada  in s tan s i pem erin tah .

6. Pegawai A paratu r Sipil Negara yang se lan ju tnya  d isebu t Pegawai ASN adalah  
Pegawai Negeri Sipil d an  pegawai pem erin tah  dengan perjan jian  kerja  yang 
d iangkat oleh pejabat pem bina kepegaw aian dan  d iserahi tu g as  dalam  su a tu  
ja b a ta n  pem erin tahan  a ta u  d iserahi tu g as negara  lainnya d an  digaji 
be rd asark an  p e ra tu ran  perundang -undangan .

7. Pegawai Negeri Sipil yang se lan ju tnya  d isingkat PNS ad a lah  w arga negara  
Indonesia  yang m em enuhi syara t te rten tu , d iangkat sebagai Pegawai ASN secara  
te tap  oleh pejabat Pem bina kepegaw aian u n tu k  m enduduk i ja b a ta n  
pem erin tahan .

8. Pegawai Pem erintah dengan Perjanjian Kerja yang se lan ju tnya  d isingkat PPPK



adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat 
berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka 
melaksanakan tugas pemerintahan.

9. Pengadaan PNS adalah kegiatan untuk mengisi kebutuhan PNS yang dilakukan 
melalui tahapan perencanaan, pengumuman lowongan, pelamaran, seleksi, 
pengumuman hasil seleksi, pengangkatan calon PNS dan masa percobaan calon 
PNS, dan pengangkatan menjadi PNS.

10. Pengadaan kebutuhan PPPK adalah kegiatan untuk mengisi PPPK yang 
dilakukan melalui tahapan perencanaan, pengumuman lowongan, pelamaran, 
seleksi, pengumuman hasil seleksi, dan pengangkatan PPPK.

11. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat 
yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan 
pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi 
pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II
TAHAPAN PENGADAAN

Pasal 2

(1) Pengadaan ASN meliputi:
a. Pengadaan PNS; dan
b. Pengadaan PPPK.

(2) Pengadaan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui 
tahapan:
a. perencanaan;
b. pengumuman lowongan;
c. pelamaran;
d. seleksi;
e. pengumuman hasil seleksi;
f. pengangkatan menjadi calon PNS dan masa percobaan calon PNS; dan
g. pengangkatan menjadi PNS.

(3) Pengadaan PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan 
melalui tahapan:
a. perencanaan;
b. pengumuman lowongan;
c. pelamaran;
d. seleksi;
e. pengumuman hasil seleksi;
f. pengangkatan menjadi PPPK.

BAB III
PERENCANAAN

Pasal 3

(1) Pemerintah Daerah merencanakan pelaksanaan Pengadaan PNS dan Pengadaan 
PPPK.

(2) Perencanaan bertujuan untuk menjamin kelancaran Pengadaan PNS dan 
Pengadaan PPPK.

Pasal 4

(1) Perencanaan Pengadaan PNS dan Pengadaan PPPK sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 4 disusun dan ditetapkan oleh Panitia Seleksi.



(2) Perencanaan Pengadaan PNS dan Pengadaan PPPK sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) meliputi: j
a. jadwal Pengadaan PNS dan Pengadaan PPPK; dan
b. prasarana dan sarana Pengadaan PNS dan Pengadaan PPPK.

BAB IV
| PENGUMUMAN LOWONGAN

Bagian Kesatu 
Pengumuman

Pasal 5

(1) Panitia seleksi Pengadaan PNS dan Pengadaan PPPK mengumumkan lowongan 
jabatan PNS dan PPPK secara terbuka kepada masyarakat.

(2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
a. nama jabatan;
b. jumlah lowongan jabatan;
c. unit kerja penempatan;
d. kualifikasi pendidikan;
e. alamat dan tempat lamaran ditujukan;
f. jadwal tahapan seleksi; dan
g. syarat yang harus dipenuhi pelamar.

(3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling singkat 
15 (lima belas) hari kalender.

Bagian Kedua 
Media Pengumuman

Pasal 6

Pengumuman lowongan jabatan PNS dan PPPK dilakukan melalui:
a. media sosial; dan/atau
b. bentuk lain yang memungkinkan.

BAB V
PELAMARAN

Pasal 7

(1) Setiap Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan mempunyai 
kesempatan yang sama untuk melamar menjadi Pegawai ASN.

(2) Persyaratan untuk menjadi Pegawai ASN terdiri atas:

a. untuk PNS:
1. usia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga 

puluh lima) tah|m pada saat melamar dan khusus untuk dokter spesialis 
paling tinggi 40 Tahun pada saat melamar; dan

2. tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, prajurit Tentara Nasional 
Indonesia atau anggota Kepolisian Republik Indonesia.

b. untuk PPPK:
1. usia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 1 (satu) tahun 

sebelum batas usia pensiun pada jabatan yang akan dilamar sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

2. memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu



yang m asih  berlaku  dari lem baga profesi yang berw enang u n tu k  ja b a ta n  
yang m em persyaratkan .

c. tidak  p ern ah  d ip idana  dengan p idana  pen jara  b e rd asa rk an  p u tu sa n  
pengadilan  yang su d a h  m em punyai k ek u a tan  h u k u m  te tap  k a ren a  
m elakukan  tindak  p idana  dengan p idana  pen jara  2 (dua) ta h u n  a ta u  lebih;

d. tidak  pernah  d iberhen tikan  dengan ho rm at tidak  a ta s  p erm in taan  sendiri 
a ta u  tidak  dengan ho rm at sebagai Pegawai ASN, p ra ju rit T en tara  Nasional 
Indonesia, anggota Kepolisian Republik Indonesia, a ta u  d iberhen tikan  tidak  
dengan ho rm at sebagai pegawai sw asta  (term asuk  pegawai B adan  U sah a  Milik 
Negara dan  B adan U saha Milik Daerah);

e. tidak  m enjadi anggota a ta u  pen g u ru s parta i politik a ta u  terliba t politik 
praktis;

f. m em punyai kualifikasi pendid ikan  sesuai dengan p e rsyara tan  jab a tan ;

g. se h a t ja sm an i dan  rohan i sesua i dengan persyara tan  ja b a ta n  yang d ilam ar 
yang d ibuk tikan  dengan:
1. su ra t ke terangan  seh a t dari dokter u n it pelayanan k eseh a tan  pem erin tah  

sesuai dengan persyara tan  ja b a ta n  yang dilam ar; dan
2. su ra t ke terangan  tidak  m engonsum si/m enggunakan  narko tika , 

psikotropika, p rekursor, dan  zat ad ik tif lainnya yang d itan d a tan g an i oleh 
dokter dari u n it pelayanan  k eseh a tan  pem erin tah  a ta u  pe jabat yang 
berw enang dari b ad an /lem b ag a  yang diberikan  kew enangan u n tu k  
pengujian zat narkoba  yang wajib d ise rahkan  setelah  pelam ar te rseb u t 
d inyatakan  lu lu s  seleksi Pengadaan PNS dan  Pengadaan PPPK.

h. persyara tan  lain  sesua i dengan k eb u tu h a n  ja b a ta n  yang d ite tapkan  oleh PPK.

BAB VI
SELEKSI DAN PENGUMUMAN HASIL SELEKSI

Pasal 8

(1) Penyelenggaraan seleksi Pengadaan PNS terdiri a ta s  3 (tiga) tah a p  yaitu:
a. seleksi adm in istrasi;
b. seleksi kom petensi dasar; dan
c. seleksi kom petensi bidang.

(2) Penyelenggaraan seleksi Pengadaan PPPK terdiri a ta s  2 (dua) tah a p  yaitu:
a. seleksi adm inistrasi; dan
b. seleksi kom petensi;

Pasal 9

(1) PPK m engum um kan  hasil seleksi secara  terbuka.

(2) Pengum um an hasil seleksi sebagaim ana d im aksud  pada  aya t (1) d ilakukan  
m elalui:
a. m edia sosial; dan
b. b en tu k  lain yang m em ungkinkan.

BAB VII
PEN GAN GKAT AN MENJADI CALON PEGAWAI ASN DAN MASA PERCOBAAN

CALON PNS

Pasal 10

Pelam ar yang d inyatakan  lu lu s seleksi wajib m enyerahkan  kelengkapan 
adm in istrasi sesua i dengan k e ten tu an  yang berlaku.



Pasal 11

Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi diangkat dan ditetapkan sebagai calon 
Pegawai ASN dengan Keputusan PPK setelah mendapatkan persetujuan teknis dan 
penetapan nomor induk pegawai dari Badan Kepegawaian Negara.

Pasal 12

(1) Calon PNS wajib menjalani masa percobaan selama 1 (satu) tahun.

(2) Masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan masa 
prajabatan.

(3) Masa prajabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui 
proses pendidikan dan pelatihan.

(4) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dapat 
diikuti 1 (satu) kali.

(5) Dalam hal calon PNS tidak lulus pendidikan dan pelatihan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (4), yang bersangkutan diberhentikan sebagai calon PNS.

Pasal 13

Calon PNS yang mengundurkan diri pada saat menjalani masa percobaan 
dikenakan sanksi tidak dapat mengikuti seleksi Pengadaan PNS untuk periode 
selanjutnya.

Pasal 14

(1) Calon PPPK yang telah mendapatkan nomor induk sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 11 melaksanakan tugas jabatan berdasarkan penetapan 
pengangkatan oleh PPK.

(2) Keputusan pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan 
sebagai dasar dimulainya hubungan perjanjian kerja PPPK dengan instansi 
pemerintah.

(3) Perjanjian keija sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling kurang memuat:
a. tugas;
b. target kinerja;
c. masa perjanjian kerja;
d. hak dan kewajiban;
e. larangan; dan
f. sanksi.

(4) Masa hubungan perjanjian kerja bagi PPPK paling singkat 1 (satu) tahun, paling 
lama 5 (lima) tahun, dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PENGANGKATAN CPNS MENJADI PNS

Pasal 15

(1) Calon PNS yang diangkat menjadi PNS harus memenuhi persyaratan:
a. setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bemilai baik;
b. sehatjasmani dan rohani; dan
c. lulus pendidikan dan pelatihan prajabatan.

(2) Syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dinyatakan dengan 
penilaian prestasi kerja oleh pejabat penilai dan atasan pejabat penilai.



(3) Syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dinyatakan dalam surat 
keterangan yang dikeluarkan oleh tim penguji kesehatan yang ditunjuk oleh 
ru m ah  sak it p e rn e rin ta h .

(4) Syarat sebagaim ana d irnaksud  pada  ayat (1) h u ru f  c d inyatakan  dengan  su ra t 
tan d a  tam at pendid ikan  dan  pela tihan  p ra jab a tan  yang d ite tapkan  oleh PPK.

(5) Tanggal m ulai berlakunya k e p u tu san  pengangkatan  m enjadi Pegawai ASN tidak  
boleh berlaku su ru t.

Pasal 16

(1) Calon PNS yang telah m em enuhi p e rsyara tan  sebagaim ana d im aksud  dalam  
Pasal 15 ayat (1) d iangkat m enjadi PNS ke dalam  ja b a ta n  dan  pangkat sesua i 
dengan k e ten tu an  p e ra tu ran  perundang-undangan .

(2) Pengangkatan sebagaim ana d im aksud  pad a  ayat (1) d ite tapkan  dengan 
K eputusan  PPK.

(3) K epu tusan  PPK sebagaim ana d im aksud  p ad a  ayat (2) d isam paikan  kepada 
Kepala B adan  Kepegawaian Negara sebagai tem busan .

Pasal 17

Dalam  hal calon PNS yang telah  m enjalani m asa  percobaan selam a 1 (satu) ta h u n  
dan  telah  m em enuhi syara t sebagaim ana d im aksud  dalam  Pasal 15 ayat (1) belum  
d iangkat m enjadi PNS k a ren a  se su a tu  sebab, hanya  d ap a t d iangkat m enjadi PNS 
apabila  a lasan n y a  b u k an  k a ren a  kesa lahan  yang bersangku tan .

Pasal 18

Dalam  hal Calon PNS sebagaim ana d im aksud  dalam  Pasal 16 ayat (1) tew as, yang 
b e rsan g k u tan  d iberhen tikan  dengan ho rm at d an  diberikan  h ak  kepegaw aian sesua i 
dengan k e ten tu an  p e ra tu ran  perundang-undangan .

Pasal 19

(1) Calon PNS yang tidak  m em enuhi k e ten tu an  sebagaim ana d im aksud  dalam  Pasal 
15 ayat (1) d iberhen tikan  sebagai calon PNS.

(2) Selain pem berhentian  sebagaim ana d im aksud  pada  ayat (1), calon PNS 
d iberhen tikan  apabila:
a. m engundu rkan  diri a ta s  pe rm in taan  sendiri;
b. m eninggal dunia;
c. terbuk ti m elakukan  pelanggaran disiplin tingkat sedang a ta u  berat;
d. m em berikan keterangan  a ta u  buk ti yang tidak  b en ar pada  w aktu  m elam ar;
e. d ihukum  pen jara  a ta u  k u ru n g an  b e rd asa rk an  p u tu sa n  yang su d ah  

m em punyai k ek u a tan  h u k u m  yang tetap;
f. m enjadi anggota d a n /a ta u  pen g u ru s p arta i politik; d a n /  a tau
g. tidak  bersed ia  m engucapkan  su m p a h /ja n ji pada  sa a t d iangkat m enjadi 

Pegawai ASN.

(3) Pem berhentian  sebagaim ana d im aksud  pad a  ayat (1) dan  ayat (2) d ite tapkan  
oleh PPK.

BAB IX 
PEMBIAYAAN

Pasal 20

Anggaran u n tu k  m enyelenggarakan Pengadaan PNS dan  Pengadaan PPPK 
d ibebankan  pada  Anggaran P endapatan  dan  B elanja D aerah K abupaten  Pesaw aran.



BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

P era tu ran  B upati ini m ulai berlaku  p ad a  tanggal d iundangkan .

Agar se tiap  orang m engetahu inya, m em erin tahkan  pengundangan  P era tu ran  B upati 
ini dengan penem patannya  dalam  Berita D aerah  K abupaten  Pesaw aran.

D itetapkan  di Gedong T ataan  
p ad a  tanggal 1 ° j a n u a r i  2022

Diundangkan di Gedong Tataan 
pada tanggal 19 j a n u a r i  2022

Plh. SEKRETARIS

BERITA DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2 0 2 2  NOMOR 5 3 4


